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Kata Pengantar 

Om Swastiastu, 

Puji Syukur dan rasa angayubagia kami panjatkan kehadapan Hyang 

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. karena atas asung kerta waranugraha- 

Nya Program Kerja Agen Perubahan “MUTIARA“ Tahun 2024 dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Program Kerja ini merupakan salah 

satu persyaratan sebagai Agen Perubahan Kantor Kernenterian Agama Kab. 

Karangasem. 

Melalui Program Kerja Agen Perubahan Kementerian Agama 

Kabupaten Karangasem ini dapat memperlancar proses kegiatan serta 

untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kantor kementerian Agama Kab. 

Karangasem. Kegiatan Agen Perubahan ini adalah untuk memberikan 

mendapatkan pelayanan yang adil, ramah, setara, merata dan berempati. 

Dengan berlakunya aplikasi MUTIARA ini sangat berdampak pada 

peningkatan pelayanan khususnya untuk kelompok rentan. 

Saya menyadari program kerja ini masih jauh dari sempurna masih 

banyak kekurangannya, oleh karena itu kami selalu mengharapkan 

bimbingan, masukan yang konstruktif yang berkelanjutan. Akhir kata 

semoga program Agen Perubahan Kantor Kemenag Kab. Karangasem ini 

terus berlanjut sesuai harapan kita bersama. 



 

Daftar Isi 

Halaman Judul 

Lembar Pengesahan ................................................................................................................... i 

Kata Pengantar ............................................................................................................................. ii 

Daftar Isi ..................................................................................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................................................1  

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................... 1 

1.2 Dasar Hukum ..................................................................................................................... 2 

1.3 Tujuan ............................................................................................................................... 3 

1.4 Sasaran .............................................................................................................................. 4 

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI..........................................................................5  

2.1 Tempat dan Waktu  .....................................................................................................5 

2.2 Bentuk Kegiatan ............................................................................................................... 5 

2.3 Metode/ Strategi ............................................................................................................... 5 

2.4 Struktur Kegiatan.................................................................................................................5 

2.5 Pengarah...............................................................................................................................6 

2.6 Pihak Yang Terkait..............................................................................................................6 

2.7 Teknis Pelaksanaan..............................................................................................................6 

BAB III PENUTUP........................................................................................................................7 

Kesimpulan.....................................................................................................................................7 

DOKUMENTASI 



1 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang, kelompok ataupun instansi tertentu untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat guna mempermudah suatu proses dalam mencapai tujuan 

tertentu, baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Dengan seiring berjalannya 

waktu pelayanan publik menjadi sangat penting guna memperlancar sitem 

birokrasi yang ada, mengingat banyaknya kepentingan yang berbeda-beda di 

masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah merupakan organisasi 

birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah 

merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. 

Dalam hal memberikan pelayanan yang terpenting adalah bagaimana proses 

memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan 

permasalahanya. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas tugas utama aparatur 

pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan, maka pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat memperkuat 

demokrasi dan hak asasi manusia, memperkuat kemakmuran ekonomi, bijak 

dalam pemanfaatan sumber daya alam serta mendapat kepercayaan masyarakat 

pada pemerintah dan administrasi publik. Berdasarkan dari peraturan yang ada 

pada penerapan Mulyadi Deddy, Studi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik, 

Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 189 dalam meningkatkan mutu pelayanan, maka 

setiap daerah mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan 

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang 

merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan 

harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional. 

Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan 

Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan yang mampu memuaskan 

masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang 

paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 

berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik 

dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam 

membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 
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Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun 

studi mengenai kepuasan masyarakat dan menyususn indeks kepuasan 

masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di 

samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong 

setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 

baik mayarakat umum, Pemuka Agama, Kelompok Rentan dan Rohaniwan. 

Pelaksanaan Pelayanan menjadi pusat perhatian pada semua instansi pemerintah 

dalam memberikan prosedur pelayanan yang telah ditetepakan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Salah Satu layanan Publik yang ada di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten karanagsem adalah “MUTIARA” (Layanan Penyuluhan Multi Agama 

Ramah dan Adaptif). 

 

 
1.2 Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang digunakan dalam acuan penyusunan laporan ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Undang Undang Daar 1945 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaanya itu ( Pasal 29 ayat (2); 

2. UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Setiap orang bebas 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaanya itu ( Pasal 22 ayat (2); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang: RPJMN TAHUN 

2020-2024, Program Prioritas memperkuat moderasi beragama yang 

bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni 

sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama ( Lampiran III); 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama 

(Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 2); 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian 

Agama; 

11. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja; 

12. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 99 Tahun 

2017 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Sekretariat Jendral 

Kementerian Agama; 

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Agama; 

14. PMA 18 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 

(Kementerian Agama yang profesional dan Handal dalam membangun 

masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berdasarkan gotong-royong); 

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; 

 
1.3 TUJUAN 

Adapun tujuan dari agen perubahan MUTIARA pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : 
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1. Memfasilitasi pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka 

pendalaman ajaran agama yang telah terjalin erat dan diwariskan secara 

turun temurun di Kabupaten Karangasem; 

2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang 

setara terhadap layanan; 

3. Melestarikan budaya dan merekatkan persatuan umat melalui 

penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. 

1.4 SASARAN 

Sasaran dari layanan MUTIARA adalah seluruh lapisan 

masyarakat di Kabupaten Karangasem. 
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BAB II 

PELAKSANAAN DAN EVALUSI 

2.1 Tempat dan Waktu 

Kegiatan MUTIARA (Penyuluhan Multi Agama Ramah dan Adaptif) 

bertempat di Kantor Kementerian Agama sebagai admin, verifikator dan bisa 

diakses dari mana saja oleh pengguna layanan. Pelayanan MUTIARA mulai 

berlaku pada 1 Januari 2024. 

 
2.2 Bentuk Kegiatan 

Mutiara (Penyuluhan Multi Agama Ramah dan Adaptif) merupakan 

inovasi Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dibuat untuk 

memfasilitasi pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka 

pendalaman ajaran agama yang telah terjalin erat dan diwariskan secara 

turun temurun di Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut wajib dijaga 

dan dilestarikan dengan berbagai metode pembinaan yaitu melalui 

penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. Antara lain seni 

bondres dan seni burcek. 

2.3 Metode/Strategi 

Metode dan strategi yang digunakan dalam MUTIARA adalah 

penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. Antara lain 

seni bondres dan seni burcek. 

2.4 Struktur Kegiatan 

 

Pengaplikasian MUTIARA dilaksanakan melalui penyuluhan 

berbasis media seni bondres dan seni burcek. Seni bondres yang 

merupakan media penyuluhan yang digemari sebagian besar 

masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyampaikan pesan-pesan 

keagamaan dan penguatan moderasi beragama. 

Seni Burcek merupakan kolaborasi Seni Burdah dan Cekepung 

yaitu kesenian umat Islam dipadukan dengan kesenian umat Hindu 

sehingga menghasilkan kreatifitas seni yang menyampaikan pesan-

pesan keagamaan, moderasi beragama dan menggambarkan 
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kehidupan yang harmonis antar umat beragama. 

2.5 Pengarah 

Pengarah dalam kegiatan MUTIARA adalah Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karangasem dan pejabat eselon III pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. 

2.6 Pihak Yang Terlibat 

Pihak yang terlibat dalam MUTIARA adalah: 1). Kepala Kantor, 2) 

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 3) Admin, 4) Penyuluh 

2.7 Teknis Pelaksanaan 

MUTIARA diaplikasikan dengan teknis sebagai berikut: 

• Masyarakat mengajukan ke Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karangasem terkait permohonan bimbingan 

penyuluhan; 

• Ura Hindu Melaksanakan Penyuluhan dengan melibatkan 

penyuluh di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten 

Karangasem; 

• Penyuluhan dilaksanakan dengan media seni bondres atau burcek 

untuk menarik masyarakat. 
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                                                                                  BAB III  

                                                                                   PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan Program Layanan “MUTIARA” pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karangasem dapat disimpulkan bahwa : 

1. Layanan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

pengembangan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat secara umum 

yang ada Kabupaten Karangasem; 

2. Pelaksanaan hasil “MUTIARA” tentunya memerlukan waktu dan proses 

sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil 

sesuai dengan yang diharapkan; 

3. Disamping itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan 

pelayanan penyuluhan yang sesuai standar pelayanan untuk mewujudkan 

kedamaian, membangun moderasi yang kuat dan terciptanya keharmonisan 

menuju masyarakat sejahtra; 

4. Dari Layanan “MUTIARA” pada Tri Wulan III belum mencapai maksimal 

sehingga Perlu dilanjutakan Pada bulan Berikutnya. 

 

Saya sadar bahwa program ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

saya sangat mengharapakan kritik dan saran yang membangun agar pelaksanaan 

agen perubahan dapat berjalan dengan lancar dan laporan ini dapat dijadikan 

evaluasi pelaksanaan agen perubahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karangasem Tahun 2024. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TRI WULAN I 2024 

 

NO NAMA KEGIATAN PHOTO 

 

KETERANGA
N 

 

1. Rabu, 3 Juli 2024 

Program MUTIARA 
merupakan salah satu 
program inovasi yang dibuat 
untuk memfasilitasi pelayanan 
pembinaan umat multi agama 
dalam upaya untuk 
pendalaman keagamaan serta 
penguatan moderasi 
beragama. Hal ini 
dilatarbeakangi oleh 
kerukunan di Kabupaten 
Karangasem yang sudah 
terjalin sejak dulu serta setiap 
hari perlu diberikan nutrisi 
serta dirawat guna selalu 
terjaga sampai kapanpun. 
Pada kesempatan ini, kegiatan 
MUTIARA dilaksanakan di 
Desa Adat Bungaya, 
Kecamatan Bebandem, 
Kabupaten Karangasem yang 
bertepatan dengan 
pelaksanaan Usabha Sumbu.  
Kerukunan perlu dipupuk dan 
dikembangkan dalam rangka 
menumbuhkan rasa kesadaran 
umat beragama sehingga 
terwujudnya rasa persatuan 
dan kesatuan bangsa sesuai 
dengan falsafah bangsa 
Indonesia “Bhineka Tunggal 
Ika” yang artinya berbeda-
beda tetapi tetap satu. 
Ungkapan ini sesuai dengan 
situasi bangsa Indonesia yang 
majemuk, yang terdiri dari 
beraneka ragam suku, ras 
atau etnis, agama, 
kebudayaan, adat istiadat dan 
lain sebagainya. Keberagaman 
ini janganlah dijadikan sebagai 
halangan, jadikanlah sebagai 
senjata pemersatu, yang mana 
pada hakikatnya kita semua 
adalah satu, yaitu satu nusa, 
satu bangsa, satu bahasa, 
yaitu Indonesia. 
Setiap umat beragama harus 
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selalu berpikir positif, tidak 
terpropokatif dan 
mempropokasi orang lain yang 
menyebabkan disharmonisasi. 
Kemudian tidak lupa 
menumbuh kembangkan rasa 
toleransi dan tidak 
menyingging sentimen 
keagamaan yang populer 
disebut dengan moderasi 
beragama. 

  

2. Senin, 19 Agustus 2024 

Program layanan MUTIARA 
pada kesempatan ini 
dilaksanakan di Banjar Kelod, 
Desa Antiga, Desa Adat 
Angantelu, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten 
Karangasem. Kegiatan ini 
bertepatan dengan 
pelaksanaan upacara Pitra 
Yadnya (Nyekah/Ngeroras). 
Pelaksanaan yadnya harus 
didasari dengan sebuah 
keikhlasan serta harmoni 
antara seluruh elemen 
penyelenggara. Materi yang 
disampaikan pada kegiatan 
tersebut, bagaimana 
mengupayakan dengan 
pelaksanaan upacara yadnya 
menciptakan harmoni serta 
kerukunan. Yadnya dapat pula 
diartikan memuja, 
menghormati, berkorban, 
mengabdi, berbuat baik 
(kebajikan), pemberian, dan 
penyerahan dengan penuh 
kerelaan (tulus ikhlas) berupa 
apa yang dimiliki demi 
kesejahteraan serta 
kesempurnaan hidup bersama 
dan kemahamuliaan Ida Sang 
Hyang Widhi Wasa. 

Dalam melaksanakan upacara 
yadnya, umat Hindu di Bali 
selalu berpegangan dengan 
tatanan atau nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat 
sebagai ciri kehidupan 
sosiologi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Salah satu ciri 
tatanan atau teknis dalam 
pelaksanaan yadnya di Bali 
yaitu adanya pembagian 
tugas atau kewajiban yang 
dilaksanakan dengan penuh 
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tanggungjawab.  

 

 
3. Rabu, 18 September 2024 

Kegiatan bimbingan dan 
penyuluhan agama Hindu 
yang merupakan program 
inovasi dari Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Karangasem 
melalui layanan MUTIARA 
mengambil tempat di Pura 
Jagatnatha Karangasem 
dalam rangkaian upacara bakti 
penganyar Piodalan. Sesuai 
dengan definisi program 
MUTIARA yaitu Penyuluhan 
Multi Agama Ramah dan 
Adaptif, program ini tidak hanya 
fokus pada kegiatan 
penyuluhan semata, tetapi 
beradaptasi dengan kebutuhan 
masyarakat dalam kegiatan 
ritual keagamaan, khususnya 
Topeng Sidhakarya yang 
merupakan tari wali yang 
bersifat sakral sebagai salah 
satu syarat pelaksanaan 
upacara yang satwika (utama).  

Selain pementasan bondres 
dengan materi keagamaan, 
Topeng Sidhakarya juga 
memiliki peran sentral sebagai 
pemuput upacara. Topeng 
Sidakarya berwarna putih yang 
melambangkan kesucian serta 
dianggap sebagai simbol dewa 
dan Brahmana yang memberi 
anugerah. Secara etimologi, 
Sidhakarya berasal dari kata 
Sidha atau sidhi, sudha yang 
memiliki pengertian mencapai, 
suci, berhasil, sakti. 
Sedangkan karya memiliki 
definisi kegiatan, pekerjaan 
atau upacara. Jadi Sidhakarya 
memiliki pengertian 
menjadikan kegiatan upacara 
menjadi berhasil dan suasana 
kesucian. Topeng Sidhakarya 
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ini tidak terlepas dari 
perjalanan Brahmana Keling 
yang merupakan seorang 
Brahmana (orang suci) yang 
berasal dari Keling (Jawa) 
yang berkunjung ke Bali untuk 
menemui Raja Dalem 
Waturenggong  pada tahun 
1515. Sejarah topeng 
Sidhakarya ini termuat dalam 
Babad Sidhakarya.  

 

 

 

 
4. Kamis, 19 September 2024 

Pelaksanaan Kegiatan 
Penyuluhan Melalui media 
topeng bondres pada 
program MUTIARA 
dilaksanakan di Pura Dadia 
Batur Warga Tan Kaur 
beralamat di Banjar Dinas 
Umanyar, Ddesa Ababi, 
Kecamatan Abang, 
Kabupaten Karangasem. 
Pelaksanaan program ini 
bersamaan dengan 
pelaksanaan upacara Dewa 
Yadnya yaitu Piodalan.  
target dari kegiatan 
MUTIARA ini, meningkatnya 
pemahaman umat tentang 
Kerukunan dan Moderasi                           
Beragama Dengan 
“Penyuluhan Kerukunan dan 
Moderasi Beragama Melalui 
Media Seni Bondres Merajut 
Harmoni dalam Keberagaman 
Perkuat Kerukunan dan 
Moderasi Beragama untuk 
Mewujudkan umat yang 
Moderat”.  
Kerukunan antar umat 
beragama dan moderasi 
beragama merupakan konsep 
yang saling berkaitan dan 
penting untuk menjaga 
kehidupan yang 
harmonis. Kerukunan antar 
umat beragama adalah kondisi 
di mana umat beragama saling 
menerima, menghormati, dan 
bekerja sama. Sementara itu, 
moderasi beragama adalah 
cara beragama yang seimbang 
antara pengamalan agama 
dan penghormatan terhadap 
praktik keagamaan lainnya. 

Pragina atau penari bondres 
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mengajak audience untuk 
selalu menjadi umat yang 
moderat, umat yang santun 
dan menerima perbedaan 
sebagai sebuah anugerah yang 
mampu dijadikan sebagai 
kekuatan untuk menjaga 
persatuan, “bhineka tunggal 
ika, tan hana dharma 
mangrwa”. Hal ini sesuai 
dengan teks yang terdapat 
dalam naskah Sutasoma 
krangan Mpu Tantular yang 
memiliki pengertian “Berbeda 
tetapi tetap satu, hanya satu 
Kebenaran yang ada”. 
Semboyan ini 
menggambarkan persatuan 
dan kesatuan, meskipun 
masyarakatnya memiliki latar 
belakang suku, agama, ras, 
dan adat yang berbeda-beda. 

 

 
 
 
 

 


